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Abstract

Waste management in Pekanbaru City had not implemented a well-integrated concept from one stage to
another. The TPA Muara Fajar in Pekanbaru still used an open dumping system. This causes pollution of the
underground water system by leachate and the dominant direction of movement was in the north and west of the
landfill. Currently the capacity of the TPA Muara Fajar was inadequated, so additional land was required.
However, this cannot be implemented due to limited land for expansion, so the City of Pekanbaru need to provided
new landfill land as a replacement for the Muara Fajar landfill, which began with conducted a location analysis.
The aim of this research was to carry out supervision of the final processing site with an open dumping disposal
system by the Pekanbaru City Waste Handling and Final Processing Section and the obstacles. The method used
was descriptive and qualitative. The informants in this research were the Head of the Pekanbaru City Waste
Handling and Final Processing Section, Supervisor, and Foreman TPA Muara Fajar. Data collection techniques
were interviews, observation and documentation. This research concludes that the implementation of supervision
over final processing sites used an open dumping disposal system by the Pekanbaru City Waste Handling and
Final Processing Section was in the moderately successful category. The implementation of the waste processing
system at the final disposal site was not yet fully running well due to weak supervision of officers, starting from
the input of waste to the TPA Muara Fajar.
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Abstrak

Pengelolaan sampah di Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik
dari satu tingkat ke tingkat lainnya. TPA Muara Fajar Pekanbaru menggunakan sistem open dumping.
Hal ini menyebabkan pencemaran air lindi pada sistem air tanah, terutama di bagian utara dan barat
TPA, serta mengakibatkan TPA kekurangan kapasitas dan memerlukan tambahan lahan saat ini.
Namun hal tersebut belum bisa terlaksana karena terbatasnya lahan untuk perluasan sehingga Kota
Pekanbaru perlu menyediakan TPA baru pengganti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memantau area
pengolahan akhir dan hambatan dari pengolahan limbah dan sistem pembuangan terbuka di kota
Pekanbaru. Metode yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif; Informan penelitian ini adalah
kepala, pengawas dan mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru. Metode pengumpulan data adalah
wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan
pengendalian di titik-titik pengolahan akhir dengan menggunakan sistem pembuangan terbuka dari
tempat pengolahan dan pengolahan akhir sampah Kota Pekanbaru cukup berhasil. Implementasi
sistem pengolahan sampah di TPA Akhir belum berjalan sepenuhnya karena kurangnya pengawasan
petugas mulai dari masuknya sampah ke TPA.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Tempat Pembuangan Akhir
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Pendahuluan

Kepadatan penduduk Pekanbaru dan perubahan pola konsumsi dengan berpenduduk
hampir 1,5 juta jiwa, telah menyebabkan peningkatan volume sampah. Adanya industri,
komersial, jasa dan kegiatan perkotaan lainnya juga menyebabkan jumlah sampah meningkat
secara signifikan. Seperti kota lainnya, Pekanbaru juga mempunyai permasalahan seperti
adanya tumpukan sampah di titik-titik penimbunan tidak terangkut dan sampah yang
berserakan membuat pengguna jalan terganggu. Lemahnya penegakan hukum persampahan
menunjukkan masih banyak warga kota yang masih membuang sampah sembarangan.

Pekanbaru memiliki TPA Muara Fajar dengan luas total 8,6 hektare yang terletak di Desa
Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir yang berjarak kurang lebih 18,5 km dari pusat kota
Pekanbaru, kurang lebih 1,2 km dari Desa Muara Fajar, dan + 300 meter dari rumah warga.
TPA Muara Fajar menggunakan metode open dumping dimana sampah hanya dibuang
begitu saja tanpa dipadatkan ke dalam tanah atau diolah lebih lanjut, hal ini menimbulkan
bau, pencemaran air, dan berbagai penyakit. Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi
Pekanbaru berwenang menangani pengelolaan sampah dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dan Sanitasi Pekanbaru melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah
kota di bidang Lingkungan Hidup dan Sanitasi. Pemerintah bertanggung jawab, dan dalam
hal ini Departemen Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab Kehidupan dan Sanitasi Kota
Pekanbaru dan SKPD lainnya berdasarkan Peraturan 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Kota
Pekanbaru, pada Pasal 15 memuat peraturan pengelolaan sampah ini menjelaskan tanggung
jawab bidang pengelolaan sampah

Berdasarkan peraturan walikota, pengelolaan sampah dijelaskan sebagai salah satu
fungsi sektor pengelolaan sampah yang memerlukan sistem pengelolaan komprehensif dan
terpadu dari hulu hingga hilir. Selain itu, perlunya kejelasan hukum dalam pengelolaan
sampah, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, peran masyarakat, dan dunia
usaha, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
pengelolaan sampah. Pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak
ketiga pengangkut sampah yaitu PT. Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT. Samhana Cantik (SHI).
Pemerintah Kota Pekanbaru telah melarang pembuangan sampah di tempat umum, jalan
raya, dan pemukiman yang mencemari lingkungan dari segala jenis sampah dan
menimbulkan berbagai penyakit. Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Daerah Pekanbaru
Nomor 08 Tahun 2014 mengatur tentang sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar
peraturan daerah tersebut, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan
Pasal 71 Ayat 1 dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Denda sebesar Rp. 2.
500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Meski batas waktu membuang sampah ke tempat
sampah diumumkan antara pukul 18.00 hingga 05.00, namun kondisi ini diperparah dengan
masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah diluar waktu itu.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, sejauh ini belum ada
upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, karena penumpukan
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sampah terlihat di jalan-jalan yang cukup strategis. Hal lain terkait pemantauan TPA Muara
Fajar di Pekanbaru antara lain sebagai berikut.

1. TPA Muara Fajar memiliki banyak sampah yang menumpuk akibat banyaknya sampah
yang masuk setiap harinya, sedangkan pengelolaan sampah tidak dilakukan secara efisien
dan teratur, serta petugas TPA membuang sampah begitu saja tanpa pengawasan
langsung.

2. Berdasarkan observasi di lapangan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang ditunjuk
langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Pekanbaru untuk mengawasi
pengelolaan sampah dan produksi kompos di TPA tidak bekerja efektif dan pengawas
tidak pernah datang melakukan inspeksi atau pemantauan lapangan terhadap masalah
TPA dan pengelolaan limbah serta identifikasi langsung terhadap produksi pengomposan
yang tidak efektif.

3. Peralatan untuk mengolah sampah banyak yang rusak, seperti alat berat dan ekskavator,
namun tidak efektif dan responsif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mengolah
dan menumpuknya sampah.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah ketidakseimbangan jumlah
sampah dan sarana pengolahan dibandingkan dengan kepadatan penduduk dan wilayah.
Untuk kelancaran pengangkutan sampah apartemen, perkantoran, pertokoan dan rumah
penduduk, maka perlu dilakukan pengambilan sampah dari jalan dan TPP tepat waktu dan
diserahkan ke PA. Tempat pengangkutan sampah ini bekerja mulai pukul 06.00 WIB hingga
pukul 18.00 WIB sesuai shift/waktu di masing-masing kecamatan. Peta rute harian atau rute
tempat pengangkutan sampah tiap kelurahan yang dikelola DKP.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan, penanganan sampah,
penataan taman dan pengelolaan TPA dilakukan oleh Dinas dibantu oleh Satuan Polisi
Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan. Pengawasan didasarkan pada Standar Operasional
Prosedur. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat sub
“Pengawasan” dalam Pasal 59 dikatakan bahwasanya hal yang termasuk Standar Operasional
Prosedur pengawasan adalah pemantauan, penindakan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi Publik

Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang membimbing dan mengarahkan serta
bertindak sebagai alat bagi organisasi tersebut (Atmosudirjo 2006:17). Manajemen mencakup
setiap penyusunan dan penentuan fakta secara tertib dan sistematis guna memperoleh
pemahaman menyeluruh mengnai keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain
(Reksohadiprawiro, 2014:37). Pasolong (2019:2) menyebutkan siapa yang harus mengabdi dan
siapa yang harus diikuti, serta siapa yang harus mengatur dan diatur.

Administrasi publik adalah usaha lembaga publik untuk mengatur negara guna
mencapai ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan (Salam 2007:176). Siagian (2013:7)
mengartikan administrasi publik sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh
seluruh pejabat publik untuk mencapai tujuan negara.

Konsep Organisasi Publik
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Menurut Siagian (2020:6), organisasi adalah segala bentuk kerja sama antara dua orang
atau lebih yang terhubung secara formal untuk mencapai tujuan bersama, dengan satu orang
atau lebih sebagai pimpinannya. atau sekelompok orang yang disebut penguasa. Robbin
(2008:4) menyatakan organisasi adalah entitas sosial yang diatur secara sadar dengan batas-
batas yang relatif jelas dan beroperasi secara relatif terus menerus untuk mencapai
tujuannya.”

Konsep Manajemen Publik

Manajemen adalah ilmu dan seni melakukan tindakan untuk mencapai tujuan (Siswanto
2009:7). Menurut Hyman (Manullang, 2015:1), manajemen adalah fungsi pengendalian upaya
individu untuk mencapai kegiatan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Fungsi
manajemen menurut Terry (2012:9) adalah perencanaan, organisasi, karyawan, untuk
menginspirasi, dan kontrol.

Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2016:139), implementasi adalah suatu proses dinamis, pelaksana
suatu kebijakan melakukan beberapa tindakan atau kegiatan sehingga mencapai suatu hasil
yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Pressman dan
Wildavsky (2012:20), “Implementasi kebijakan publik” berarti melaksanakan atau
melaksanakan kebijakan dan menghasilkan produk-produk yang ditentukan dalam dokumen
kebijakan untuk memenuhi janji-janji. Sedangkan Suharto (2010:7) menyatakan bahwa
kebijakan adalah suatu ketentuan yang memuat prinsip-prinsip untuk memandu suatu
tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik merupakan upaya untuk mengembangkan nilai-nilai publik yang
resmi, etis, dan mengikat secara moral yang bersumber dari kebijaksanaan pemerintah dan
diarahkan pada akuntabilitas aktor publik di lingkungan pemerintahan (Islamy, 2009:5).
Menurut Nugroho (2007:36-37), kebijakan publik adalah keputusan otoritas publik untuk
mengatur kehidupan kolektif. Kebijakan publik bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan
publik dan menyerap sumber daya publik.

Konsep Pemerintahan

Menurut Dwijowijoto (2008:58), kebijakan publik adalah suatu keputusan pemerintah
sebagai strategi pelaksanaan tujuan negara. Kebijakan publik adalah strategi masuknya
pertama kali ke dalam masyarakat dan awal mula terbentuknya Negara dan bertransisi
menuju masyarakat yang lebih baik.

Menurut Thomas (Dwijowijoto, 2008:54) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang
dilakukan pemerintah dan mengapa mereka bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang
membuat kehidupan tampak berbeda. Menurut Nugroho (2007:101), pengambilan kebijakan
merupakan inti dari kebijakan publik, terlihat dari kebijakan publik untuk melakukan
intervensi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.

Konsep Pengelolaan

Menurut Arikunto (2015:8), pengelolaan adalah subtantifa dari mengelola, sedangkan
mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyususnan data, merencana,
mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Balderton
(Adisasmita, 2011:21) menyatakan pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan,
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mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif
material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jogiyanto (2008:40), sistem
adalah kumpulan beberapa elemen yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.

Konsep Tata Kelola Sampah

Menurut (Sudrajat 2006:15), pengelolaan sampah dilakukan sedemikian rupa sehingga
tidak lagi berbahaya atau mengkhawatirkan bagi pemanfaatan atau pengolahannya.
Pembuangan limbah ini perlu diatur agar tidak membahayakan kesehatan manusia. Dalam
hal ini, hal-hal berikut harus diperhatikan dalam pengelolaan sampah adalah penyimpanan,
pengumpulan, pembuangan akhir sampah, dan pengolahan sampah

Tempat Pengolahan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pengolahan
dan pengembalian sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan aman bagi manusia dan
lingkungan hidup. Metode pengelolaan limbah adalah pakan ternak, Terbakar (burning), TPA
sanitasi, Pupuk (pupuk), Tuang ke saluran pembuangan, Dumping (akumulasi), Membakar
individu, Daur ulang, dan Kurangi Limbah (Azwar, 2006:8)

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan
pengamatan penulis di lapangan, melalui pengumpulan data, klarifikasi dan analisis, untuk
mengetahui keadaan sebenarnya pada saat penelitian, dan merumuskan secara analitis
permasalahan yang dihadapi. dapat diambil.

Penelitian ini dilakukan di bagian pengolahan limbah dan pengolahan akhir Pekanbaru,
karena merupakan organisasi yang mengawasi tempat pengolahan akhir dengan sistem
pembuangan terbuka dan mengalami permasalahan dalam pengolahan limbah.

Penelitian menggunakan informan yaitu orang yang di manfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang
benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong 2015:163).

Informan utama penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengolahan dan Pengolahan Akhir
Limbah Pekanbaru. Informan selanjutnya penelitian ini adalah Pengawas TPA Muara Fajar,
Mandor TPA Muara Fajar, Operator Timbangan, dan 2 orang masyarakat sebagai pemulung.
Penentuan informan di pilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di
maksud adalah memilih sumber data atau orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang
di harapkan.Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini
menggunakan Observasi, Percakapan, dan Dokumen

Analisis data adalah proses pengelompokan, pengurutan, dan manipulasi serta
dekonstruksi data agar lebih mudah dibaca. Dalam analisis data, data dokumen dihubungkan
dan dilengkapi dengan data wawancara.

Menurut Sugiyono (2019;335) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu
analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan hubungan tertentu atau
menjadi hipotesis.

Hasil dan Pembahasan
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Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu Kepala Seksi
Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah, Pengawas TPA Muara Fajar, Mandor TPA
Muara Fajar Pekanbaru, Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru, 2 orang
masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pemulung, Berdasarkan keterangan informan,
peneliti memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Hasil Penelitian Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 18 angka
1 bertujuan agar pengelolaan sampah bermanfaat secara ekonomi, menyehatkan masyarakat,
dan aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan undang-
undang ini adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan
masyarakat dan lingkungan. Pola konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap semakin
banyaknya sampah yang dihasilkan, termasuk sampah kemasan yang berbahaya dan sulit
terurai secara alami. Sebagian besar masyarakat saat ini masih memandang sampah sebagai
sampah yang tidak berguna dibandingkan sumber daya lain. Dalam pengelolaan sampah,
masyarakat mengandalkan metode end-to-end di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan
dibuang di tujuan akhir, meskipun sampah dalam jumlah besar menumpuk di tempat
pengolahan akhir yang melepaskan gas metana dan dapat meningkatkan emisi gas rumah

kaca serta berkontribusi terhadap pemanasan global.
1. Penyimpanan

Memilah dan memilah sampah berdasarkan jenis, jumlah dan karakteristiknya, serta
penyimpanan sampah. Penetapan standar merupakan ketentuan baku dalam pelaksanaan
pengendalian sampah, merupakan ukuran dan model pelaksanaan yang jelas, logis, masuk
akal, dan praktis untuk menjamin ketentraman masyarakat. Secara teori, posisi baku setiap
strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengendalian adalah kejelasan, hasil, dan
harapan pencapaian tujuan dan sasaran pekerjaan serta perencanaan. Pengendalian adalah
proses menentukan apa yang harus dicapai, seperti standar, dan apa yang harus dicapai.
sedang dilakukan. Ini adalah implementasi dan perubahan dilakukan sesuai kebutuhan untuk
memastikan implementasi sesuai rencana, yaitu sesuai arahan. Standar yang ditetapkan
berfokus pada pembuangan sampah yang teratur dan benar, pengolahan sampah yang benar,
pembuatan kompos dan daur ulang sampah. Penyimpanan sampah tidak terlaksana dengan
baik, terlihat dari beberapa tempat penyimpanan sampah yang tidak selalu bersih bahkan
tidak dibersihkan dapat menimbulkan bau tidak sedap karena keterlambatan harian dan tidak

bekerjanya staf kebersihan.
a. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah bagian persampahan yang bersasaran membawa sampah
dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat
pemerosesan akhir (TPA). Dengan optimasi sub-sistem ini diharapkan pengangkutan
sampah menjadi mudah, cepat, penugasan terhadap supir jelas serta biaya relatif murah.
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Kebijakan program persampahan didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Sampah. Misalnya saja kebijakan peningkatan kualitas cakupan layanan
dan sistem manajemen. Tingkat pelayanan saat ini sebesar 40% berarti banyak TPP yang
tidak terangkut dan masyarakat membuang sampahnya di lahan terlantar/sungai.
Banyak warga masyarakat yang tidak menerima layanan pengumpulan sampah yang

memadai.
b. Tempat Penyimpanan

Tempat penyimpanan adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur
ulang, pengelolaan, dan /atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Di lokasi dapat
dilihat perilaku masyarakat dalam membuang sampah dimana perilaku tersebut tentu
akan berdampak pada kondisi lingkungan. Sejumlah perencanaan telah dikembangkan
untuk menerapkan kebijakan ini, antara lain Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan
sarana persampahan, Perluasan cakupan layanan yang terencana dan merata,
Meningkatkan kapasitas fasilitas persampahan sesuai dengan target pelayanan.
Remediasi tempat pembuangan sampah yang mencemari lingkungan. Meningkatkan
kualitas pengelolaan TPA menuju Sanitary Landfill. Meningkatkan pengelolaan TPA
regional. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang

efisien dan ramah lingkungan
2. Pengumpulan

Pengumpulan sampah berupa pengumpulan sampah dari sumber sampah,
pemindahan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Mengukur dan mengamati pekerjaan yang sedang berjalan, melaporkan perkembangan
proses pengelolaan, dan melaksanakan kegiatan pemantauan sampah. Artinya bagaimana
para pelaksana mentaati aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Para pelaksana
kebijakan harus menyadari bahwa pihak lain yang terlibat dalam penerapan kebijakan
tersebut juga mematuhi hukum. Dalam konteks lain, ketika terdapat otoritas formal, sering
terjadi kesalahan penilaian terhadap efektivitas otoritas, dan kenyataan merupakan faktor
penting dalam implementasi kebijakan.

a. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai
dengan jenis, jumlah dan/atau sifat ssmpah. Pemilahan sampah di sekolah atau di rumah
bisa dikelompokkan menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu.
Masih sangat sedikit masyarakat (sekitar 13% dari total penduduk) yang memisahkan
sampah untuk dipilah dalam skala perumahan dan perumahan, dan cenderung
mencampurkannya dalam satu wadah. Proses pemilahannya di beberapa tempat, masih
sebatas pemilahan wadah, sedangkan proses pengangkutan sampah masih berupa

kombinasi organik dan anorganik. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan memilah
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sampah rumah tangga. Inefisiensi pengelolaan sampah dimulai pada tahap klasifikasi
ini. Apabila pemilahan dilakukan dengan benar, maka pengelolaan sampah selanjutnya
akan lebih efektif dan efisien. Tahapan selanjutnya memerlukan keterpaduan dan
koordinasi, sehingga pencampuran kembali sampah yang semula dipisahkan dari
sumber sampah tidak terjadi, dan proses pemilahan tidak berpengaruh pada

pengurangan sampah dan pengolahan sampah.
b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan
dari masing masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara,
atau langsung ke tempat pembuangan atau pemprosesan akhir tanpa melalui proses
pemindahan. Pengumpulan sampah menggunakan suatu wadah yang keberadaannya
untuk menampung sampah warga di sekelilingnya atau sekitarnya, baik itu lokasi dan

kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampahnya.

Pengumpulan sampah di TPA Muara Fajar Pekanbaru saat ini diolah menjadi tempat
pembuangan sampah sanitasi. Proses adalah elemen sistem yang bertanggung jawab
untuk memproses atau mengubah seluruh masukan menjadi sesuatu yang lebih
berguna. Proses disini adalah mengolah sampah yang dibuang ke TPA dan dilakukan
oleh Unit Pengolahan dan Pengolahan Akhir Sampah.

3. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk mengkarantina (menyingkirkan)
sampah kota sehingga aman. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan terminal
terakhir dari proses pewadahan, pengumpulan, pengangkutan yang diproses lebih lanjut
dengan pemusnahan Pengolahan akhir limbah, dan pengembalian limbah dan/atau residu
yang aman dari pengolahan sebelumnya ke lingkungan. Tindakan perbaikan penyimpangan
merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam
pelaksanaan pengendalian parkir dan memberikan cara untuk menafsirkan dan menjelaskan
mengapa penyimpangan pengendalian terjadi. Salah satu masalah terbesar dari TPA sanitasi
adalah bahaya lingkungan. Bahan-bahan dalam lapisan sampah yang dipadatkan akan
terurai, menghasilkan gas seperti metana yang mudah terbakar. Namun gas metana yang
dihasilkan dari teknik TPA yang higienis dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik untuk

rumah-rumah masyarakat.
a. Adanya pemantauan

Pengelolaan sampah di Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan
baik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Hal ini juga menimbulkan banyak
permasalahan, seperti pemilihan tempat sampah dan kategori sampah yang tidak tepat,
tidak efektifnya penimbunan sampah di TPP, pengumpulan dan pengangkutan sampah

yang tercampur, dan kegagalan dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah.
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Pengurangan sampah akibat operasional TPA. Pemantauan sampah dilakukan dengan
menyaring sampah menggunakan saringan sampah diameter pori 0,5 cm, lalu
mengeringkan dan membersihkan sampah dari air dan pasir, lalu memilah sampah
berdasarkan klasifikasi sampah, di tiap transek, Identifikasisampah dan hitung serta

timbang sampah, hitung sampah, kelompokkan ukuran sampah.
Adanya Evaluasi

Upaya membandingkan dan menafsirkan hasil yang ada dengan standar yang
disyaratkan melibatkan evaluasi sejauh mana kinerja inspeksi menyimpang dari standar
dan membandingkan alasan penyimpangan tersebut. Tindakan korektif dapat diambil

sebelum pemeriksaan sebenarnya.

Pengelolaan akan optimal apabila seluruh aspek pengelolaan seimbang dan saling
mendukung. Dari segi pengelolaan sampah, evaluasi pengelolaan sampah dilakukan
pada setiap aspek seperti organisasi, hukum, pembiayaan, teknis dan operasional, serta
partisipasi masyarakat. Semua aspek tersebut berkaitan erat dan harus dipahami dengan
jelas agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai, yaitu meningkatkan efisiensi

pengelolaan sampah.

4. Pengolahan Sampah

Pengolahan berupa perubahan sifat, komposisi dan ukuran sampah. Pengelolaan

sampah yang baik umumnya diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah terpadu yang

bersifat top-down, termasuk potensi dampaknya. Sampah yang merupakan sisa aktivitas

manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan, menyebarkan

penyakit, mengganggu estetika, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

kehidupan manusia dan lingkungan. penyakit.

Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan benar akan berpengaruh besar terhadap

lingkungan hidup yang berada disekitarnya, dimana sampah akan menimbulkan beberapa

dampak negatif dan bencana seperti dampak Terhadap Kesehatan, rusaknya Lingkungan,

terjadinya Banjir, dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

a.

Unit pengolahan rumah kompos

Keberadaan Rumah Kompos sebagai alternatif penanganan sampah khususnya
sampah organik di area masyarakat guna meredam ledakan di TPA Muara Fajar, Unit
Pengolahan dan Pengolahan Akhir Sampah akan melakukan pengolahan gas metana.
Pengolahan gas metana dapat mengurangi risiko dan mencegah ledakan gas metana.
Gas metana sebenarnya merupakan gas yang berbahaya karena merupakan salah satu
efek rumah kaca dari pemanasan global. Selain dapat mengurangi efek rumah kaca
dengan memanfaatkan gas metana sebagai sumber energi alternatif, gas metana inijuga

dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah.
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Unit Pengelola Kompos Kota Pekanbaru dan TPST-3R belum beroperasi maksimal
karena banyaknya peralatan yang rusak, serta belum mampu mereduksi sampah.

Muatan sampah diangkut ke TPA Muara Fajar.
b.  Bank sampah

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah.
Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat
pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Tujuan dari bank
sampah adalah sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah bagi warga melalui 3R
yaitu Reduce, Refuse, Recycle. Seluruh masyarakat dihimbau untuk mengurangi dan
menggunakan ulang kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi jumlah sampah
yang dihasilkan. Meskipun ada sumber daya untuk melaksanakan kebijakan bank
sampah, pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai
kemauan berbuat, namun karena lemahnya birokrasi maka tugas tersebut tidak
terlaksana. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama banyak orang, ketika
struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, beberapa sumber daya
menjadi tidak efisien dan menghambat implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai
pelaksana kebijakan harus mengkoordinasikan dan mendukung kebijakan yang

diputuskan secara politik.
Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam penerapan sistem tersebut.
Staf CIA Muara Fajar masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas. Tingkat pendidikan 2
orang tenaga honorer hanya tamatan SMA. Selain itu, penanggung jawab masalah ini hanya

ada 1 orang, dan sering bolos kerja,

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti peralatan berat yang
dibutuhkan untuk meratakan dan mengubur sampah. Alat berat yang dimiliki berjumlah 10
unit, dimana 5 unit dalam kondisi berat, 4 unit rusak ringan, dan 1 unit dalam kondisi baik.
Namun hanya 1 unit yang berfungsi dengan baik. Tahapan pemeliharaan dan perbaikan
peralatan diperlukan untuk melanjutkan pengoperasian sistem pengolahan limbah dengan
penerapan teknologi modern.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah TPA Muara Fajar Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Kota
Pekanbaru tergolong kurang optimal. Diketahui masih terdapat permasalahan terkait sampah
yang dibuang di TPA Muara Fajar tidak dapat diolah secara langsung sehingga menimbulkan
penumpukan sampah dan tidak dapat diolah secara efektif, namun pihak berwenang terkait
tidak menyelidiki secara langsung permasalahan di TPA tersebut.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, faktor
penghambat pengelolaan sampah di TPA Muara Fajar adalah kurangnya sumber daya
manusia yang kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga infrastruktur tidak

Esta Yuni Trisia Putri dan Lilis Suriani
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 /2024 537



didukung oleh kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Oleh karena itu, pengolahan
sampah di PA Muara Fajar Pekanbaru terhambat karena peralatan yang rusak.
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